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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bontang Tahun 2016 —
2021 merupakan tahun ke dua yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam time frame rencana pembangunan tahunan
yakni rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2017.
Selanjutnya dalam konteks penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) tahun 2017, RKPD tahun 2017 merupakan acuan penyusunan kebijakan
umum dan Prioritas plafon anggaran sementara, sedangkan bagi perangkat daerah,
RKPD menjadi pedoman penyusunan rencana kerja (renja) dan rencana kerja dan
anggaran (RKA) perangkat daerah.

Kota Bontang telah menetapkan perubahan RKPD tahun 2017 dalam amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 Pembuatan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan
selama semester pertama TA. 2017 terjadi perubahan mendasar yang menyebabkan
perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap RKPD 2017. Perubahan
mendasar pertama adalah terkait dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor
2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang merupakan
tindak lanjut dari terbitnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2016 tentang

perangkat daerah.



Adapun sejumlah faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan
perubahan terhadap RKPD tahun 2017 umumnya terkait dengan hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian
terhadap perkembangan keadaan

Penyesuaian Rencana Kerja Badan Kesbangpol, tersebut tetap mengacu pada
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 32 Tahun 2015.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota BontangTahun 2015 yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang

untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Badan Kesbangpol dalam amanat Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 dalam
urusan pemerintahan umum kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan
mempunyai yang berkaitan dengan karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai
pancasila, UU 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa
dan bernegara, di dalam pelaksanaannya Bupati/ Walikota dibantu oleh instansi
vertikal Kemendagri. Maktub dalam pelaksanaan Undang-Undang no. 23 tahun
2014 bahwa Badan Kesbangpol akan diambil alih oleh Pusat. Pada Tahun 2016 ini

hingga 2017 berdasarkan surat dari Kemendagri bahwa terdapat penundaan



penetapan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah

Umum.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Bontang sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja
Badan Kesbangpol Kota BontangTahun 2017. Renja SKPD merupakan dokumen
rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktul (satu) Tahun guna
mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh
SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2017, merupakan
rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi
Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 seperti yang tertuang dalam
Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun2016 - 2021 yaitu :
“TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN DAERAH KOTA
BONTANG YANG DEMOKRATIS”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk misi.Sesuai dengan peran Badan Kesbangpol, misi Badan Kesbangpol Kota
Bontangtahun 2016 — 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan dan
sosial budaya.

2. Mewujudkan kerukunan masyarakat

3.  Mewujudkan kehidupan demokrasi pancasila

4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur profesional.



1.2

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota BontangTahun 2017, akan
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan
Badan Kesbangpol Tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan
Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang
dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah

Pusat yang dilaksanakan di daerah.

LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan KesbangpolKota
BontangTahun 2016 adalah :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

. Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang — Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementrian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015.

. Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daeah Lembaga Teknis;

Peraturan Walikota Bontang Nomor.... Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2017.

Surat dari Sekretaris Daerah No. 050/912/Bappeda.3 tentang Penyampaian
Rancangan Renja SKPD TA. 2017.
Surat dari Sekretaris Daerah No. 005/1378/Bapelitbang.3 tanggal 13 September

2017 tentang Penyampaian Renja tahun 2017 Perubahan.



1.3 TUJUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TA. 2017

Tujuan perubahan rencana kerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Melakukan penyesuaian penambahan anggaran, perubahan indikator kinerja,
target, lokasi dan pagu kegiatan.
2. Penyesuaian perubahan sasaran strategis, indikator kinerja sesuai dengan

perubahan Renja TA. 2016.



BAB II
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA TA. 2017
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pelaksanaan Renja tahun 2017 hasil evaluasi hingga triwulan ke dua merupakan
salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya penyesuaian tau
perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah direncakan. Evaluasi terhadap hasil
rencana pembangunan daerah juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian

antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2016

Penyesuaian rencana kerja Badan Kesbangpol mengacu pada Renstra 2016 sd

2021, yaitu berkaitan dengan :

1. Terpilihnya Kepala Daerah tahun 2016 sd 2021 sehingga visi dan misi Badan

Kesbangpol berubah.

2. Terdapat perubahan indikator kinerja disesuai dengan kondisi kinerja awal periode
RPJMD.

3. Adanya perubahan peraturan daerah memuat nomenklatur Badan Kesbangpol dan

Linmas menjadi Badan Kesbangpol dan perubahan kebijakan pusat terkait

vertikalisasi muatan Badan Kesbangpol di Tahun 2016.

Sejalan dengan prioritas pembangunan yang tertuang pada Renstra 2016 sd 2021

tersebut, evaluasi hasil renja tahun 2016 yaitu sebagai berikut :



Perubahan renja tahun 2016 memuat perubahan pengukuran kinerja dengan

mencakup indikator kinerja, yaitu menjadi :

Bontang

terhadap LSM, Ormas dan OKP

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016
1 2 3 4
Berkurangnya peristiwa
gangguan keamanan yang
Penguatan dan internalisasi berlatar belakang ideologi 1 peristiwa
1 | ideologi pancasila dan nilai-nilai | radikal, isu separatisme, isu sara
kebangsaan dan sumber daya ekonomi
Jumlah forum dialog publik 5 kegiatan
Peningkatan peran partai politik | Presentase partisipasi politik
2 . . e . 0 persen
melalui pendidikan politik masyarakat dalam pemilu
3 Peningkatan peran ormas Kota | Jumlah kegiatan pembinaan 5 kegiatan

Di tahun 2016 terdapat 2 program kegiatan yang tidak terealisasi pada RKPD 2016

perubahan yaitu pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penyebarluasan

Informasi Layanan Daerah. Perubahan angka anggaran pada Dokumen Pelaksanaan

Program Kegiatan tidak sesuai dengan RKPD,

hal ini dikarekan adanya perubahan

kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan penyesuaian perkembangan

kondisi internal dan eksternal pada Pemerintah Daerah.




Kondisi eksternal khususnya menyangkut perkembangan kondisi
perekonomian nasional berjalan dan yang akan dating. Dan kondisi internal adanya
perubahan penurunan anggaran daerah sehingga mempengaruhi anggaran pada

OPD.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian
Renstra .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan
bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah
meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2017, hasil evaluasi hingga triwulan II
merupakan salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya
penyesuaian atau perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah
direncanakan, sesuai terlampir.Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan
daerah juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian

pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

RKPD tahun 2017 Badan Kesbangpol menetapkan 8 Program dengan
realisasi program dan kegiatan pembangunan hingga triwulan II secara fisik telah

mencapai 51% dan realisasi anggaran sebesar 37%. Pencapaian kinerja realisasi



pada pelaksanaan RKPD tahun 2017 hingga triwulan ke 2 secara umum terkait

sejumlah penghambat sebagai berikut :

. Adanya pengunduran jadwal kegiatan

. Program/kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan dijadwalkan.

. Kurang tersedianya alokasi dana untuk pelaksanaan beberapa program dan kegiatan
pendukung sebagai akibat efisiensi dan deficit anggaran.

. Adanya perubaahan kebutuhan pagu indikatif RKPD.
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BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RKPD TAHUN 2017

TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dari rancangan RPJM Ditjen Kesbangpol, tergambar bahwa luasnya cakupan
Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol dan PUM sesuai dengan amanat Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, dimana terdapat perubahan urusan Pemerintahan Umum

dengan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

Pembinaan wawasan kebangsan dan empat konsensus dasar kehidupan

berbangsa dan bernegara.

. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

. Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya dan kemasyarakatan serta
pembinaan kerukunan nasional (SARA)

. Penanganan konflik.

. Politik dalam negeri.

Beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Ditjen

Kesbangpol dan PUM, sebagai berikut :

. Program yang berkaitan dengan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
. Program yang berkaitan dengan Pendidikan Politik dan Fasilitasi Pemilu
. Program yang berkaitan dengan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik
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II.

o Program yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Kemasyarakatan.

o Program yang berkaitan dengan Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Dalam pelaksanaan dalam rencana menjalankan program kegiatan tersebut
diatas dibantu dengan Forum Komunitas Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan
Instansi Unsur Badan Inteligen Negara (BIN) di daerah. Regulasi pelaksanaan
program kegiatan belum dijalankan oleh pusat hal disebabkan adanya penundaan
keluarnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Umum.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan
misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan
sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan
visi dan misi dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan
permasalahan pembangunan yang dihadapi. Rumusan tujuan dinayatakan dalam
bentuk kualitatif, sedangkan sasaran lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Sehingga,

sasaran dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat
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keberhasilanatau capaian pembangunan. Tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol
Kota Bontang, berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan di atas, ditetapkan
dengan visi yaitu Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang

Demokratis”
Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang adalah sebagai berikut :

% Mewujudkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan,
dan sosial budaya.

% Mewujudkan kerukunan masyarakat .

¢  Mewujudkan kehidupan demokrasi pancasila

*¢  Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur profesional.

Tujuan dan sasaran dari penjabaran misi Badan Kesbangpol adalah sebagai

berikut :
No Tujuan Sasaran
1 Penguatan dan internalisasi 1deologi

Menjaga stabilitas keamanan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan

2 dacrah dalam kehidupan Peningkatan peran partai politik melalui
masyarakat bontang yang pendidikan politik
demokratis
3 Peningkatan peran ormas Kota Bontang
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I1I.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pembangunan merupakan instrumen yang berisi kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, serta memperoleh alokasi anggaran atau

merupakankegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Program juga merupakan keterpaduan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil tertentu yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol

Kota Bontang guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan .

Program yang menjadi kewenangan internal SKPD Badan Kesatuan

Bangsa, Politik Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1)  Pengembangan Wawasan Pembangunan

2) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3)  Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

4)  Pendidikan Politik Masyarakat

5)  Pelayanan Administrasi Perkantoran

6)  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7)  Peningkatan Disiplin Aparatur

8)  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

9) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan
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10)  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kegiatan adalah aktivitas yang lebih rinci dan diarahkan untuk
memberikan kontribusi yang sifnifikan bagi tercapainya hasil.(outcome) dari

program adapun kegiatan Badan Kesbangpol pada Tahun 2016 adalah :

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(2) Penyediaan Jasa SDA

(3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
(4) Penyediaan ATK

(5) Penyediaan Barang Cetakan

(6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

(7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
(9) Penyediaan Logistik

(10) Penyediaan Makanan dan Minuman

(11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

(12) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

(13) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

(14) Pengadaan Mebeleur

(15) Pengadaan Peralatan Kerja

(16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

(17) Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer

(18) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
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(19) Pendidikan dan Pelatihan Formal

(20) Pendidikan dan Pelatihan Character Building

(21) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

(22) Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

(23) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

(24) Penyusunan Laporan Akuntabilitas

(25) Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos

(26) Pelaksanaan Pameran Pembangunan

(27) Pertemuan antar umat beragama

(28) Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan
Wasbang

(29) Pemberdayaan FKUB

(30) Pemberdayaan Forum KOMINDA

(31) Pemberdayaan FKDM

(32) Pembentukan Tim Koordinasi TKA

(33) Pemberdayaan FPK

(34) Perayaan Hari-Hari Besar Nasional

(35) Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

(36) Penyuluhan UU tentang Pemberdayaan Gender

(37) Fasilitasi Pemberdayaan Lingkungan Kelurahan Bebas Narkoba

(38) Penyuluhan tentang wawasan kebangsaan

(39) Validasi Data Orkemas
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(40) Penyusunan Profil Orkemas dan LSM

(41) Forum Peningkatan Kemitraan Pimpinan Orkemas dan LSM
(42) Forum-forum Diskusi Politik

(43) Tim peneliti kelengkapan administrasi Parpol

(44) Peningkatan partisipasi politik perempuan / Gender

(45) Verifikasi Partai Politik

(46) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Pemilukada

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan perumusan
program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang
akan direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait,

Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 terlampir.
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para
pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan
tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan
yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada
masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

OutputRencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang
adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang yang
sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kesbangpol Kota Bontang.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kota Bontangselain menjadi
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan
kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, RENJA juga
dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu
tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kota Bontang. RENJA juga memberikan umpan balik
yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kesbangpol Kota Bontang

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
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Bontang, Oktober 2017
Kepala Badan,

Sony Suwito Adicahyono, SH. MM
Nip. 19700419 199803 1005




PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Graha Taman Praja Blok | Lantai 1, JI. Moh. Roem Kel. Bontang Lestari
Telp. (0548) 5116603, 3030303 Fax. : (0548) 3030313 Bontang - Kalimantan Timur

RENCANA KINERJA TAHUNAN
Instansi/Unit : Badan Kesbangpol Kota Bontang
Organisasi : Badan Keshangpol Kota Bontang
Tahun Anggaran : Tahun 2017
{
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017
1 2 3 4
Berkurangnya peristiwa
gangguan keamanan yang
berlatar belakang ideologi 0 peristiwa
1 Penguatan dan internalisasi ideologi Ladnkal, ':)" szpartislr(ne, |su. sara
pancasila dan nilai-nilai kebangsaan an simpet:daya exonomi
Jumlah Forum dialog publik 5 kegiatan
Peningkatan peran partai politik melalui | Persentase Partisipasi politik
2 3 i 0 persen
pendidikan politik masyarakat dalam pemilu
3 |Peningkat: kota bontan Juirloh keghitan peiifonn 5 kegiatan
BRIERANR RSN AHTRAEDS 8 terhadap LSM, Ormas dan OKP 8
Bontang,.......... Januari 2017

Kepala Badar/) KES/atuan Bangsa dan Politik

Nip. 19700419 199803 1 005
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